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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah
dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi, Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan
amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembanguan
Nasional Bab III pasal 7 dan Bab IV pasal 15, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara
penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan  Daerah,
mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup
perencanaan pembanguan daerah, Selanjutnya pasal 85 Pereturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan program dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan perencanaan 6 (enam) tahunan,
Perencanaan Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah
direncanakan dalam Program dan Kegiatan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan dan
sasaran demi mensejahterakan masyarakat.

Fungsi Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam pembangunan daerah untuk memberikan arah
kebijakan khusunya pada urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak.

Sebagaimana diungkapkan diatas Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan perencanaan
pembangunan pada urusan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak dalam kurun waktu 6 (enam) tahunan, sebagai perncanaan Strategis
maka proses penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melalui beberapa tahapan, Pertama : proses
pembahasan Visi dan misi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sintang dilakukan dengan fokus
group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana
organisasi dibawa agar tetap eksis, untuk menjabarkan Visi dan misi Bupati Kepala Daerah
Kabupaten sintang dalam Program dan Kegiatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan



Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang akan direncanakan dalam 6
(enam) tahun kedepan, Kedua : Menetapkan tujuan untuk mewujudkan Visi dan misi Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam tujuan organisasi, tujuan
merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam 6 (enam) tahun kedepan,
tujuan dijabarkan setiap tahunya menjadi sasaran, sasaran merupakan kondisi yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Ketiga : Menyusun Strategi yaitu cara untuk
mencapai tujuan, Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui : Kebijakan,
Program dan Kegiatan, Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, sedang program dan
kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah dalam
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Pemilihan Strategi melalui prioritas program dan
kegiatan yang dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen Renstra
Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sintang sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di Tingkat Nasional, Provinsi
dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-undang
Nomor 17 tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalbar, Rencana Pembanguan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang, Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembanguanan Nasional, dan
Rencana Strategi SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembanguan Daerah oleh
karenanya penyusunan Rencana Strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen
perencanaan lainya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam masa 6 (enam) tahun, Dinas Keluarga Berencana Peberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon
IT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang diwajibkan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan, Rencana Kinerja
Tahunan tersebut sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan
anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Bupati Sintang Nomor
50 Tahun 2014 tentang rincian tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana kerja
tahunan, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sintang disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

(1). Landasan Idiil yaitu Pancasila.
(2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.

(3). Landasan Operasional :



Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara bersih
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan
penerapan Standar pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
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- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4817 );

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan
Pemberantasan Korupsi;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

- Paraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014, Tentang Tugas Pokok Dan
Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sintang.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia NO, 1/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional NO, 55/Hk-
010/B5/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang keluarga berencana
dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.

Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Ranstra Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
2016-2021 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Sintang dalam urusan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam kurun
6 (enam) tahun, sebagai penjabaran klperiode RPJMP Kabupaten Sintang 2016 —
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan Pembangunan
Perencanaan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang sebagaimana Visi dan Misi Bupati
Kabupaten Sintang sehingga setiap Stakeholders dan komponen masyarakat dapat
berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna
mewujudkan Pembangunan Kabupaten Sintang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016 — 2021 adalah
menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sintang
selama 6 (enam) tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
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2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan urusan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).

SISTEMATIKA RENSTRA DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB 1IV.

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

PENDAHULUAN.

GAMBARAN PELAYANAN DKBP3A KAB. SINTANG

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA.

PENUTUP.



BAB I1

PROFIL PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PRREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak
Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam Tugas Pokok Dan Fungsi dengan Komposisi
Personalia Sbb :

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi DKBP3A Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016, tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang, tentang uraian tugas Pokok Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah “ Melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang pengendalian
penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahterah, bidang pemberdayaan perempuan serta bidang perlindungan
dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati "

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,
Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta
perlindungan dan kesejahteraan anak;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di
bidang pengendalian penduduk dan informasi, Keluarga berencana,
Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;

c. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas,
dan arsip Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

d. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

e. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. Penyusunan perjanjian Kinerja di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayayan minimal (SPM) dan standar
operasional prosedur (SOP) di bidang Pengendalian penduduk dan informasi,
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta
perlindungan dan kesejahteraan anak;

h. Penyusunan analisa jabatan;

i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

—.



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
BERDASARKAN PERBUB NO : 121 TAHUN 2016



2.1.1

Tugas masing-masing jabatan di uraikan sebagai berikut :

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sintang :

Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai Tugas :

a.

b.

—.
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o

Pemimpin Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung
jawabnya;

Pembinaan dan melakukan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lainya;
Penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di
bidang kependududkan dan informasi, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, humas, dan arsip Dinas keluarga berencana pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Penyusunan analisa jabatan;

Pelaksanaan sistem pengendalian internal

. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf ;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun
lisan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretariat DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

a.

Penghimpunan, pengoodinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja
Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan aset;
Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas;

Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian,
keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh
satuan organisasi Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

Penghimpunan penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan
Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang
akan diajukan kepada kepala Dinas;

Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub bagian
keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum, dan sub bagian
perlengkapan;

Pendistribusian dan pengoodinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sub bagian Keuangan dan Program DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Keuangan dan Program;
Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis
pembayaran gaji pegawai pada Dinas keluarga berencana pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

Pengoordinasian dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional
belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;

Penyampaian usulan Pejabat pembuat komitmen dan pengelola keuangan pada
Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pengoordinasian persiapan dan pembuatan adminstrasi pencairan keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
Pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), rencana kerja (Renja) dan anggaran Satuan Kerja Dinas keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pada
Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan
laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kerja Dinas keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran;

Penyiapan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Penyelengaraan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Sub Bagian aparatur dan umum DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

a. Penyusunan program kerja tahuinan pada sub bagian Aparatur dan Umum;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan
surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Badan)



Pengumpulan bahan, mengolah dan penyusunan LAKIP Dinas keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan laporan lainya yang
diperlukan pada sekretariat Dinas;

Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat
keputusan Kepala Dinas, surat perjalanan dinas (SPD), cuti, daftar usulan
kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilaian prestasi kerja Aparatur
sipil negara, Perencanaan dan persiapan kenaikan pangkat/gajinberkala, pensiun,
Laporan-laporan pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan
administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

Penyusunan dan penyampaian laporan daftar/absensi pegawai di lingkungan
Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pelaksanaan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan dan kepustakaan;
Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

Pengupulan data dan informasi pada Dinas keluarga berencana pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Dinas secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

oo

Menyusun program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;

Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;

Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  Kabupaten
Sintang;

Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas keluarga berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sintang;
Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas

Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU),
rencana tahunan barang unit (RTBU) dan rencana pemeliharaan barang unit
(RPBU);

Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan
laporan persediaan barang akhir tahun;

Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas keluarga
berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  Kabupaten
Sintang;

Pelaksanaan inventarisasi pembukuan pelaporan barang milik Daerah yang
berada di Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak Kabupaten Sintang;

Pelaksanaan inventaris peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan tugas perlengkapan;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai topoksi.



Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi :

a.

Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di
Bidang penyusunan parameter dan analisis dampak kependudukan;

Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data, informasi program data
mikro kependudukan dan keluarga berencana;

Pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
Pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi
informasi dan komunikasi;

Penyerasian kriteria kalayakan pelaksanaan kebijakan operasional penggerakan
masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
Pengordinasian layanan pemaduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah
tentang kelembagaan, program dan anggaran dalam upaya pengendalian
kuantitas penduduk;

Pengordinasian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan krteria dalam
pengendalian kuantitas penduduk;

Pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, Standar. Prosedur dan Kriteria penyusunan
parameter pengendalian penduduk;

Pengordinasian kerjasama pendidikan berwawasan kependudukan;
Pengordinasian pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam program kependudukan dan
pengendalian penduduk;

Pengordinasian proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah
kabupaten;

Pengordinasian sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian
penduduk;

. Pengordinasian pelaksanaan pendataan keluarga;

Pengordinasian pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk
dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;

Pengordinasian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE),
pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
Pengordinasian teknologi informasi, data basis online dan media konferensi
Program kependudukan dan keluarga berencana;

Pembinaan dan pengendalian operasional penggerakan masyarakat advokasi dan
komunikasi, informasi, edukasi di Bidang pengendalian penduduk dan informasi,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

Pelaksanaan evaluasi operasional penggerakan masyarakat advokasi dan
komunikasi, informasi, edukasi di Bidang Pengendalian penduduk dan informasi,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

Seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan mempunyai fungsi

a.

b.

Penyusunan program dan rencana kerja tahunan seksi pengendalian penduduk
dan analisis dampak kependudukan
Penyiapan bahan analisis dampak kependudukan;



Penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan analisis di Bidang pengendalian
penduduk dan dampak kependudukan;

Penyusunan konsep layanan pemanduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan
daerah tentang kelembagaan program dan anggaran dalam upaya pengendalian
kualitas penduduk;

Pembuatan dan pengembangan konsep sosialisasi layanan pemanduan dan
sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah tentang kelembagaan program dan
anggaran dalam upaya pengendalian kualitas penduduk;

Pengembangan konsep pemanduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan
analisis dampak kependudukan;

Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi
pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan;

Pembuatan konsep promosi kebijakan teknis, horma, standar, prosedur dan
kriteria penyusunan parameter pengendalian penduduk;

Pembuatan konsep fasilitasi program kependudukan;

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan dampak kependudukan;
Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta petunjuk
teknis (juknis) pelaksanaan program analisis pengendalian penduduk dan
dampak kependudukan;

Penyusunan materi, substansi dan langkah penetapan analisis pengendalian
penduduk dan dampak kependudukan;

. Penyusunan strategi pembelajaran pengendalian penduduk dan dampak

kependudukan;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengendalian
penduduk dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Advokasi dan penggerakan masyarakat mempunyai fungsi :

a.

b.

Penyusunan program kerja tahunan Seksi Advokasi dan penggerakan
masyarakat;

Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional program advokasi, institusi
masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan
program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi
Seksi advokasi dan penggerakan masyarakat;

Pembuatan konsep pelaksanaan dan peningkatan peran organisasi
kemasyarakatan dalam program kependudukan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, institusi
masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian
penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Data dan informasi mempunyai tugas :

a.

Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Seksi Data dan Informasi
kependudukan dan keluarga berencana;



Pengumpulan dan pengolahan data menjadi informasi berbasis teknologi dan
informasi komunikasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan
informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengumpulan, pengolahan pelaksanaan
program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi
komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Penentuan teknologi informasi, data basis on/inedan media konferensi program
kependudukan dan pengendalian penduduk;

Pelaksanaan analisis penyusunan layanan data dan informasi perkiraan
pengendalian penduduk;

Pelaksanaan analisis dan mengkaiji proyeksi perkiraan pengendalian penduduk;
Penyusunan laporan hasil informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian
penduduk;

Pengkajian dan menganalisis hasil pendataan keluarga;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian
penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DKBP3A Kabupaten Sintang
mempunyai fungsi :

a.

Penyerasian kelayakan perumusan kebijakan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga
berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi,
dan anak, ekonomi keluarga dan remaja;

Pelaksanaan , pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan
keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan
keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan
gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup
ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan ekonomi
keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana
dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan
pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan
dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta masalah kesehatan reproduksi
remaja, pengembangan ekonomi, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
Pengordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas
lapangan keluarga berencana (Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh lapangan
keluarga berencana);

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga
Berencana/Petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana,
Petugas penyuluh keluarga berencana);

Perencanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas
lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/petugas keluarga
berencana) dan mekanisme operasional lini lapangan;

Pengorganisasian peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga
berencana/petugas lapangan keluarga berencana;



Pengorganisasian, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di
Kabupaten;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

Pengorganisasian pelayanan keluarga berencana;

Pengorganisasian kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana
dalam pelayanan keluarga berencana;

. Pengorganisasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber
keluarga berencana di kabupaten;

Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan ber
keluarga berencana;

Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten;

Pengorganisasian pengembangan kesejahteraan keluarga;

Pengumpulan bahan promosi konsep pengembangan generasi berencana;
Pengorganisasian kelompok kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga
Pengorganisasian pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga
sejahtera;

Pengorganisasian pelaksanaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga
sejahtera;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Seksi Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi mempunyai fungsi ;

a.

b.

Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional keluarga berencana dan
Kesehatan reproduksi;

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan
Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi;

Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program
jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi,
peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan gender, kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program jaminan dan pelayanan
keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
Pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi program jaminan dan pelayanan
keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
Penyusunan konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga
berencana/petugas lapangan;

Pengumpulan bahan dan mengkaji ulang konsep pendayagunaan tenaga
penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;

Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh
keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana ( Petugas keluarga
berencana/Petugas lapangan keluarga berencana)



Pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan
keluarga berencana;

Pembuatan konsep peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana/
Petugas keluarga berencana;

Penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat
kontrasepsi;

. Pelaksanaan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan

pendistribusian kebutuhan alat kontraspsi;

Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;

Pengembangan konsep pelayanan keluarga berencana;

Pelaksanaan analisis kebutuhan pelayanan kesertaan ber keluarga berencana
Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana jalur swasta dan pemerintah;

Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan peningkatan lualitas
pelayanan keluarga berencana wilayah dan sasaran khusus;

Penyusunan dan pan penentuan konsep kerjasama dengan tenaga medis dan
klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
Pengembangan pola kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga
berencana dalam pelayanan keluarga berencana;

Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga DKBP3A
Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

a.

b.

Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional Keluarga Sejahtera Dan
Pemberdayaan Keluarga;

Perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan
operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan
norma, standar prosedur dan kreteria pemantauan dan fasilitasi di bidang
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk meningkatkan
capaian program dan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga;

Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasionan program
pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga
balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga
kelompok bina lainya;

Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi
keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga
remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga kelompok bina lainya;
Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan
keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga
lansia, bina lingkungan keluarga dan kelompok bina lainya;

Pembuatan konsep pengembangan Tri bina pembangunan keluarga;
Pengumpulan bahan dan analisis perkembangan Tri bina pembangunan keluarga;
Pengkajian ulang konsep pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Tribina
pembangunan keluarga;



k. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan
kesejahteraan keluarga;

I.  Pembuatan konsep pemberdayaan ekonomi keluarga;

m. Penyusunan pola pembinaan dan pengembangan kelompokl usaha peningkatan
kesejahteraan keluarga;

n. Pembuatan konsep pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga
sejahtera;

0. Penyusunan bahan koordinasi peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

p. Penyusunan konsep pengembangan kemitraan dalam pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

g. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;

r. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keluarga berencana
dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina ketahanan remaja DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja tahunan Seksi bina ketahanan remaja;

b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan bina
ketahanan remaja;

c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang
ketahanan remaja;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait, untuk meningkatkan
capaian program dan kegiatan bina ketahanan remaja;

e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program bina
ketahanan remaja meliputi pengumpulan data dan informasi tentang
perkembangan ketahanan remaja;

f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program bina ketahanan remaija;
Pelaksanaan evaluasi program bina ketahanan remaja meliputi data dan
informasi tentang perkembangan ketahanan remaja, hal-hal yang berkaitan
dengan ketahanan remaija;

h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi;

i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keluarga berencana
dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan
meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi, pengarustamaan gender,
perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;

b. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup
perempuan yang meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi



pengarustamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas

hidup perempuan;

Pengoordinasian penetapan kebijakan Produk hukum Daerah, dana atau edaran

pelaksanaan pengarustamaan gender (Pengarustamaan Gender)

Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengarustamaan gender lintas

kecamatan dan desa;

. Pengoordinasian dan memimpin pembentukan forum koordinasi pengarustamaan
gender tingkat Daerah;

Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimtek pelembagaan pengarustamaan

gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;

Penyelenggaraan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;

Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis

kelamin;

Pengordinasian pengembangan jejaring pelembagaan PUG;

Pelaksanaan verifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan

bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan

nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;

Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan

perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;

Pengelolaan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;

Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus

dan situasi darurat;

Pelaksanaan verifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan

organisasi kemasyarakatan;

Pelaksanaan verifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan

kebijakan di bidang perlindungan perempuan;

Pengoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan

terhadap perempuan;

Pendataan korban secara terpilah;

Penyediaan fasilitasi sumber daya manusia dalam penanganan korban kekerasan

dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);

Pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup

perempuan;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara

tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

Seksi pengarustamaan gender DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi pengarustamaan gender;

. Penyiapan forum koordinas dan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarustamaan gender;

Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarustamaan gender;



d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi
pengarustamaan gender;

e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi
pengarustamaan gender;

f. Penyiapan konsep kebijakan produk hukum daerah dan edaran pelaksanaan
pengarustamaan gender;

g. Penyiapan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pengarustamaan gender di kabupaten dan lintas kecamatan dan desa

h. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarustamaan
gender;

i. Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi pengarustamaan gender ditingkat
Daerah Kabupaten;

j. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelembagaan
pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah ditingkat Daerah kabupaten;

k. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis;

I. Pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis
kelamin;

m. Penyiapan bahan dan materi pendukung pelaksanaan koordinasi pengembangan
jejaring;

n. Penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang
politik, sosial, dan ekonomi tingkat kapupaten mengacu kebijakan nasional,
provinsi, dan pertimbangan kebutuhan daerah;

0. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi
pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada
organisasi kemayarakatan tingkat daerah;

p. Penyiapan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial dan ekonomi;

g. Perencanaan kegiatan koordinasi dan fasilitas lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;

r. Penyiapan pelembagaan pengarustamaan gender;

. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanban pengarustamaan gender;

t. Penyiapan penguatan dan pengembangan pelembagaan penyedia layanan dalam
mewujudkan kesetaraan gender;

u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan
fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Perlindungan Perempuan;

b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pada seksi
perlindungan perempuan;

c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan
perempuan;

d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada
seksi perlindungan perempuan;

e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi
perlindungan perempuan;

f. Pembuatan konsep informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan tentang kebijakan atau peraturan perundang-undangan korban
kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat terkait
perempuan;



Perumusan bahan dan data pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan
perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;

Penyusunan konsep pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan
organisasi kemasyarakatan;

Pembuatan konsep/draf pembentukan jarinan komunikasi pelaksanaan kebijakan
dibidang perlindungan perempuan;

Penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap
perempuan;

Penganalisian ulang penyusunan alur mekanisme pelayanan korban kekerasan
terhadap perempuan;

Perencanaan pendataan korban secara terpilah;

. Penyusunan rancangan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan

organisasi kemasyarakatan;

Perencanaan penyediaan fasilitas sumberdaya manusia dalam penanganan
korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);

Pengusulan penyediaan fasilitasi sumberdaya manusia dalam penanganan korban
kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Penyiapan pelembagaan perlindungan perempuan;

Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam
mewujudkan pemberdayaan perempuan;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan
fungsinya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang
mempunyai Fungsi :

a.
b.

C.

—h

Penyusunan rencana kerja tahunan seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan;

Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaanpeningkatan
kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan kualitas hidup keluarga;
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada
seksi peningkatan kualitas hidup perempuan;

Penyiapan pelembagaan peningkatan kualitas hidup perempuan;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangs sesuai tugas dan
fungsinya.

Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak DKBP3A Kabupaten Sintang
mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

Penyusunan perumusan kebijakan Bidang perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan
anak;

Pelaksanaan evaluasi program perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan
anak serta data dan informasi bidang pemberdayaan perempuan serta
perlindungan dan kesejahteraan anak;

Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non
pemerintah, dan duania usaha tingkat daerah kabupaten;



Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah kabupaten;

Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup
daerah kebupaten;

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.

Seksi Perlindungan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

=}

Penyusunan program kerja tahunan seksi perlindungan anak;

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan
perlindungan anak;

Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pemantau dan fasilitasi di seksi perlindungan anak;

Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program
perlindungan anak;

Penyiapan rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat
daerah kabupaten;

Penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan pencegahan kekerasan
terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;

Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;

Pembuatan konsep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak ditingkat
daerah kabupaten;

Pembuatan konsep layanan Pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan
dan anak (P2TP2A) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat
daerah kabupaten;

Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan
kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
di tingkat kabupaten

Penyiapan bahan rumusan kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan
kebijakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;

Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional, peningkatan kegiatan
perlindungan anak;

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak;

Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perlindungan dan
kesejahteraan anak sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi data dan informasi mempunyai fungsi :

a.

b.

Program kerja tahunan seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pada
seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
pemantauan dan fasilitasi di seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusaan kebijakan operasional program di
bidang data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. Pelaksanaan urusan administrasi;

c. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara
tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1 terdiri dari
sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilanya;

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal
dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan
Organisasi Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta
petunjuk pelaksanaan tugas bawahanya;

(4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan
mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
atasan masing-masing;



(5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji
laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;

(6) Pejabat Struktural Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan
mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

(7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas
dan Skretaris Badan menyusun laporan berkala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati.

2.2 Sumber Daya
2.2.1 Personalia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berjumlah 81 (Delapan puluh
satu) orang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan, hal ini
dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Pegawai berdasar............

Pegawai berdasar latar belakang Pendidikan DKBP3A Tahun 2016 :

Magister | Sarjana Diploma | SMA/SMK SMP SD Jumlah
(S2) (S1)
8 32 37 - - 81
Pegawai berdasar golongan DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016 :
Golongan | Ivc | Ivb | Iva | IIId IlIc IIIb | Illa | IId Ilc IIb ITa
Jumlah
(orang) 1 2 6 16 15 14 7 3 1 4 10

Pegawai berdasar jenis kelamin, DKBP3A Kabupeten Sintang Tahun 2016 :

Laki-laki

Perempuan

Total

Jumlah (orang)

56

25

81




2.2.2 Aset / Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, aset yang
tercatat pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindingan
Anak sampai bulan Mei 2016 tercatat sebesar Rp 8.850.044.409, (Delapan milyard
delapan ratus lima puluh juta empat puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

NO Uraian Aset / Modal Nilai (Rp)
1 Tanah 3.590.000 ,-
2 Peralatan / Sarana 4,155.722.936 ,-
3 Gedung (bangunan) dan tanah 4.690.731.473 ,-
Total Jumlah Aset 8.850.044.4009 ,-
2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016 Sebagai berikut:
Capaian Kinerja layanan umum pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di ukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT,
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja
perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan Anak dari
tindakan kekerasan.
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
sampai bulan Mei Tahun 2016 sebagai berikut :
Tahun | Tahun | Tahun [ Tahun | Tahun
No Indikator 2011 2012 2013 2014 | 2015
1. | Persentase perempuan di
lembaga pemerintah. 2801 2824 2831 2833 | 2845
2. | Persentase Rasio KDRT 17 13 6 14 17
3. | Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur. 1 1,2 1,5 1,7 2
4, | Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan 16 10 6 14 22
anak dari tindakan kekerasan.

Laporan tindak kekerasan dan penanganan perlindungan terhadap
perempuan dan anak sampai bulan Mei 2016 sebagai berikut :



No Tahun Jumlah kejadian (kasus)
1. 2011 17
2. 2012 13
3. 2013 6
4. 2014 14
5. 2015 17

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Bidang Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera sampai
bulan Mei Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun Tahun Tahun | Tahun | Tahun

No Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
1. |Jumlah Pasangan usial 63,93 71,85 73,15 | 73,33 72,90

subur.
2. | Rata-rata jumlah anak per

keluarga. 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9
3. | Persentase akseptor KB 74,77 78,25 78,89 74,36 73,24
4, | Persentase keluarga pra

sejahtera dan sejahtera 1. 49,01 48,98 14,72 19,89 19,65

Capaian kinerja perolehan peserta keluarga berencana per mix kontrasepsi
sampai bulan mei Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No Kontrasepsi 2011 2012 2013 2014 2015
1. | Pil 20.135 23.958 24.304 | 22.145 21.245
2. | Suntik 21.408 25.267 26.114 25.213 24.905
3. | Implant 2.876 3.198 3.434 3.324 3.346




4. | MOP 132 135 147 174 199

MOW 477 497 498 497 489

6. | Kondom 426 722 758 787 793

Capaian kinerja kelompok-kelompok Bina Keluarga samapai bulan mei Tahun
2016 sebagai berikut :

Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
No Kelompok 2011 2012 2013 2014 2015
1. | Bina keluarga balita (BKB) 53 53 42 35 31
2. | Bina keluarga remaja (BKR) 33 33 25 22 20
3. | Bina keluarga lansia (BKL) 47 47 33 30 28
4. | Kelompok Uppks 18 14 12 10 8

Pagu Anggaran dan realisasi anggaran belanja Tidak langsung dan belanja
langsung BKBP3A Kabupaten Sintang sampai Tahun 2015 sebagai berikut :

No Angzgl;rr]an Belanja tidak langsung Belanja langsung Realisasi (%)

1. 2011 4.630.107.739.00 3.086.482.080.00 92 %

2. 2012 4.630.107.739.00 3.086.482.080.00 91 %

3. 2013 5.199.120.764.00 3.877.406.390.00 92 %

4, 2014 5.588.788.187.00 4.760.397.450.00 92 %

5. 2015 6.232.754.104.00 4.361.129.000.00 94 %
2.2.4 Tantangan dan peluang pembinaan pelalanan Dinas Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ke depan :
Tantangan (Challenge) :

(1) Kuantitas dan kualitas Sumber daya manusia (SDM) masih kurang untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

(2) Belum tersedianya Data base yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam
penyusunan kebijakan, program dan kegiatan;

(3) Jumlah penduduk yang heterogen dengan luas wilayah terpencar-pencar;

(4) Adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
untuk tidak melaporkan permasalahanya;

(5) Masih terdapatnya budaya patrilinial di masyarakat yang beranggapan bahwa
anak laki-laki merupakan penerus keturunan dalam keluarganya;




3.1

(6) Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera 1;
(7) Jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi ( 52 % ).

Peluang (Opportunity) :

(1) Koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan
terjadinya koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang akan dapat memperlancar pelaksanan dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan;

(2) Pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi membuka
peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan untuk memperoleh
informasi guna penyempurnaan managemen organisasi maupun pengambilan
keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;

(3) Adanya Undang-undang atau peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, akan sangat membantu sebagai payung hukum
penyelenggaraan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada mayarakat;

(4) Dukungan pagu dana yang cukup memadai, khususnya penambahan dana DAK
yang relatif besar, sangat berpengaruh terhadap pembangunan gedung Kantor
UPT disemua Kecamatan, juga DAK Non Fisik (BOKB) yang manfaatnya
memotivasi Tenaga Penyuluh Lapangan dan Sarana Kesehatan pada semua lini.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
DKBP3A Kabupaten Sintang.

Perencanaan program dan kegiatan DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016-
2021 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari
kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya, Lima tahun pertama Rencana
Strategis (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti
namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pelayanan di Daerah yang
merupakan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan
yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Potensi
permasalahan pelayanan di Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, Untuk mendapatkan gambaran
awal bagaimana permasalahan di Daerah dipecahkan, tiap- tiap permasalahan juga
diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dimasa datang, Faktor-faktor
penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainya yang
memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan
BKBP3A Kabupaten Sintang dalam pembangunan atau dalam mewujudkan
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pada bagian ini akan diuraikan
permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar DKBP3A Kabupaten
Sintang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui penilaian
terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau target yang belum
dicapai yang ditetapkan dalam RPJMD tahun sebelumnya, Permasalahan akan



diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi
pendorong munculnya permasalahan tersebut.

A. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

1.

2.

® XN

10.

11.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahunya mengalami
peningkatan;

PUS yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun, tetapi tidak
memakai kontrasepsi (Unmet-need) yaitu kelompok yang membutuhkan
kontrasepsi tapi tidak terlayani masi cukup tinggi sebesar ( 14,97 %);
Pemahanan dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada
perempuan dan remaja masih rendah;

Center atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak kesehatan reproduksi
bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauanya dan belum
dapat memenuhi kebutuhan remaja;

Pendididkan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum
sepenuhnya berhasil;

Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan metode
kontrasepsi MKIJP;

Minimnya kesadaran partisipasi pria dalam ber keluarga berencana (KB);
Belum optimalnya fasilitas kesehatan primer dapat melayani KB dan
kesehatan reproduksi;

Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera
terhadap program keluarga berencana;

Jumlah keluarga miskin (Kepala keluarga yang masuk kategori pra sejahtera
dan sejahtera 1 masih tinggi);

Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina
tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1.

Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan
perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampak yang
diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari
perempuan;

Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi
kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan;

Pemahaman tentang konsep (Kesetaraan Gender) dan (Keadilan Gender)
masih sangat terbatas hanya pada kalangan tertentu;

Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, anak
serta pemberdayaan Gender.

Persentase (partisipasi) angkatan kerja perempuan yang masih sangat
rendah;

Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam upaya peningkatan kualitas
hidup perempuan dan peningkatan kesejahteraan perempuan;

Rendahnya pertisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan,

sosial budaya, politik dan hukum;

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya kasus pelecehan
seksual pada perempuan dan anak-anak;
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9. Peraturan perundang-undangan yang ada (Perpu, Perda Produk Hukum)
belum sepenuhnya dilaksanakan guna menjamin dan melindungi hak-hak
perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;

10. Kebutuhan akan tumbuh kembang anak juga belum
sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan; 11. Belum optimalnya penanganan
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

12. Belum terciptanya lingkungan (Kota) yang betul-betul dapat memberikan rasa
aman untuk tumbuh kembangnya anak-anak;

13. Kordinasi yang belum berjalan dengan baik antar Instansi pemerintah dalam
penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati/Wakil Bupati Kepala
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 — 2020.

Mencermati Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2016-2020 dengan tema “ Kabupaten Sintang Yang Maju,
Mandiri Dan Sejahtera Tahun 2025 “ , maka ditetapkan Visi Kabupaten Sintang
Tahun 2016 — 2020 adalah :

" Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju,
Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2020 ™

Berangkat dari Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Sintang yang
ditetapkan adalah :

1. Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki
keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta
berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal
dalam kehidupan sosial, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai
ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun
waktu 2015 — 2020 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah,
proporsi tengad pendidik terhadap siswa, Pembangunan Prasarana Kesehatan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya
yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana
pendidikan, (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah
terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

2. Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah
maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang
tinggi, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya
masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah :
angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian anak, porsi tenaga kerja
kesehatan terhadap penduduk, porsi pengidap penyakit menular dan angka gizi
buruk.

Masyarakat kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya
yang difokuskan pada, (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan



masyarakat di bidang Kesehatan, (2) Peningkatan kemitraan Stakeholders dalam
pembangunan kesehatan.

3. Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi
fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan kedepan yang luas dengan
pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
lingkungan hidup dan ruang, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan
sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten
Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah : Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan, Ketaatan terhadap Rencana tata ruang Wilayah (RTRW), persentase
rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio
kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk
berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio
jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio
ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan lahan
kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar.

Masyarakat kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai
upaya yang difokuskan pada, (1) Peningkatan pembangunan prasaranan dan sarana
dasar daerah dan, (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis
kelestarian lingkungan hidup.

4. Religius

Masyarakat yang religius yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya, Beberapa indikator kinerja
kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat
Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020 adalah : pemahaman agama pada
pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap
jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya
yang difokuskan pada, (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketagwaan
masyarakat dan, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3)
Pembangunan atau rehabilitasi prasaranan ibadah umat beragama.

5. Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten
Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan
merata, Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya
tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2015-2020
adalah : Pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, jumlah investor dan nilai investasi
berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan
(beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainya per hektar indeks gini, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka
kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk miskin
dan persentase penduduk bekerja.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui
berbagai upaya yang difokuskan pada, (1) Pembangunan perekonomian daerah



berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, (2) Pengembangan investasi yang
berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala
menengah dan besar.

Misi :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya
lokal.

2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil danterjangkau
bagi masyarakat.

3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi
ekonomi dan sumber daya Daerah.

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam
kehidupan sosial.

6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah Daerah yang sesuai
dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

STRATEGI

1. Pro Education : Arah pembangunan yang berorientasi pada pembangunan
dunia Pendidikan Formal dan Informal di Masyarakat.

2. Pro Health : Arah pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Kesehatan
masyarakat secara menyeluruh.

3. Pro Empowering : Arah pembangunan yang berorientasi pada pelibatan dan
peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan.

4. Pro Growt : Arah pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi yang
positif.

5. Pro Good Gavernance : Arah peningkatan kemampuan Aparatur Birokrasi
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Melaksanakan Pembangunan Pendidikan yang berkualitas yang
berakar pada budaya lokal dengan prioritas :
a. Program wajib belajar 9 Tahun.
b. Program pendidikan menengah
c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
d. Program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah.
e. Program pengembangan nilai dan budaya.
f. Program pengelolaan keragaman budaya.
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan
terjangkau bagi masyarakat dengan prioritas :
Program upaya kesehatan masyarakat.
Program perbaikan gizi masyarakat.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
Program pengadaan tenaga kesehatan.
Program pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
Program kemitraan kesehatan.
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
Program keluarga berencana.
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3.3 Untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten

4.2,

Sintang 2015-1020, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Tugas Pokok
dan Fungsinya sesuai dengan urusan program dan kegiatan selalu memperhatikan
faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendorong yang
berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2015-2020.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga
Berencana,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

1.

2.

3.

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

a. Menurunnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(unmeet need)

b. Meningkatnya Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB
per Desa/Kelurahan

¢. Menurunnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

Menghadirkan pembangunan berbasis hak anak
a. Meningkatnya perlindungan terhadap anak

b. Meningkatnya implementasi kabupaten layak anak

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan (IDG)
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
a. Meningkatnya pengarusutamaan gender

b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan



Tabel 5.1.2

Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Kinerja Program dan Kerangka

Dat e
C apiia:m Pendanaan Kongigh Kingria
. pada .
Indikator Tahun Awal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [2021 | Periode Renstra
Perencanaan
Ul Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan
1 | Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan
kesejahteraan dan 6 7 10 12 12 12 12 12
perlindungan anak.
2 | Terlaksananya Sosialisasi
pencegahan kekerasan 10 12 12 12 75 40 45 50

terhadap anak

3 | Terlaksananya Sosialisasi

tentang eksploitasi seksual
komersial anak di 8 10 10 12 12 12 12 12
Kabupaten Sintang

4 | Terlaksananya
Pembinaan kota layak

12 12 12 12 12 12 12 12
anak.
5 | Terlaksananya Sosialisasi
Program Nasional bagi 10 12 12 12 12 12 12 12

anak Indonesia.

6 | Sosialisasi hak-hak anak
sesuai dengan Undang-

undang perlindungan 5 6 6 8 12 12 12 12
anak.




7 | Terlaksananya Forum

aqak Daerah Kabupaten 1 1 1 1 1 1 1 1
Sintang.
8 | Terlaksananya Hari Anak
Nasmnal Kabupaten 1 1 1 1 1 1 1 1
Sintang.
Program penguatan
kelembagaan pengarustamaan
gender dan
Anak
1 | Terlaksananya Advokasi
dan fasilitasi PUG bagi 10 12 12 12 12 12 12 12
perempuan
Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
1 | Terlaksananya Kegiatan
GMS dan minigrant 7 8 10 10 10 10 10
2 | Terlaksananya Kegiatan
pembinaan kecamatan 6 12 20 34 40 50 55 60
sayang ibu
3 | Terlaksananya Kegiatan
peningkatan peranan 12 15 | 20 25 30 | 40 | 45 50
wanita
4 | Terlaksananya
Pemngkatan kapasitas 30 40 45 50 55 75 R0 25
manajemen PKK
5 | Terlaksananya Peringatan
Hari Kesatuan Gerak PKK 1 1 1 1 1 1 1 1
6 | Terlaksananya
Peningkatan kegiatan
kelompok kerja 1 PKK 12 12 25 40 45 50 55 60
7 | Terlaksananya
Peningkatan kegiatan
kelompok kerja 2 PKK 12 12 12 12 12 12 12 12
8 | Terlaksananya
Peningkatan kegiatan 12 12 12 12 12 12 12 12




kelompok kerja 3 PKK

9 | Terlaksananya
Peningkatan kegiatan
kelompok kerja 4 PKK

12

12

12

12

12

12

12

12

10 | Terlaksananya
Peningkatan kapasitas
Gerakan Organisasi
Wanita (GOW) Kab
Sintang.

12

12

12

12

12

12

12

12

11 | Terlaksananya
Peningkatan pelayanan
P2TP2A

12

12

12

12

12

12

12

12 | Terlaksananya
Peningkatan kapasitas
Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten
Sintang.

12

12

12

12

12

12

12

12

13 | Terlaksananya

Pengarustamaan
GENDER.

12

12

12

12

12

12

12

12

14 | Terlaksananya RAD
Penghapusan
perdagangan orang

15 | Terlaksananya Kelompok
kerja Gerakan Sayang Ibu
(POKJA GSI)

10

20

25

30

35

40

50

60

16 | Terlaksananya
Pemberdayaan Tim
Koordinasi
Pemberdayaan
Perempuan.

12

20

40

45

50

55

60

65

Program pelayanan
administrasi perkantoran

1 | Terlaksananya
Penyediaan jasa surat
menyurat

100

100

100

100

100

100

600

2 | Terlaksananya

12




Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Penyediaan jasa
kebersihan kantor

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Penyediaan jasa
kebersihan halaman
taman dan peralatan
kantor

Terlaksananya
Penyediaan alat tulis
kantor

Terlaksananya
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan

Terlaksananya
Penyediaan komponen
instalasi listrik
penerangan bangunan
kantor

Terlaksananya Penyediaan
bahan bacaan peraturan
perundang-

undangan

Terlaksananya
Penyediaan makanan dan
minuman

12

12

12

12

12

12

12

12

10

Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah

50

56

57

58

59

60

65

355

11

TerlaksananyaPenyediaan
jasa pendukung
administrasi teknis
perkantoran

15

12

Terlaksananya Pameran




pembangunan

13

Terlaksananya Belanja
bendera merah putih
panjang dan umbul-
umbul

14

Terlaksananya Pawai
pembanguanan

15

Terlaksananya Gerak
jalan dalam rangka
peringatan HUT RI 17
Agustus.

16

Terlaksananya Penilaian
angka kredit PKB

17

Terlaksananya
Penyediaan bahan bakar
minyak/BBM dan gas

12

12

12

12

12

12

12

12

18

Terlaksananya Penyediaan
jasa perizinan kendaraan
dinas/operasional

19

Terlaksananya
Penyediaan komponen
instalasi listrik
penerangan bangunan
kantor

12

12

12

12

12

12

12

12

20

Terlaksananya
Pembangunan rumah
dinas/rumah jaga.

21

Terlaksananya Pengadaan
kendaraan dinas
operasional roda 4
(empat)/DAK

22

Terlaksananya Pengadaan
kendaraan dinas
operasional roda 2
(dua)/DAK

10

15

20

14

59

23

Terlaksananya Pengadaan

14




bangunan gedung
kantor/UPT DAK.

14

24

Terlaksananya
Pembangunan pagar
gedung kantor UPT PLKB
9 kecamatan DAK

14

14

25

Terlaksananya Pengadaan
teralis pada bangunan
gedung kantor UPT PLKB
di 14 kecamatan. DAK

14

14

26

Terlaksananya Pengelolaan
dan perhitungan Aset
BKBP3A

Sintang

27

Terlaksananya Pengadaan
sound system set

28

Terlaksananya Pengadaan
LCD proyektor dan layar
lebar/DAK

14

14

29

Terlaksananya Pengadaan
sarana PLKB/DAK

10

10

12

12

20

40

50

80

30

Terlaksananya Pengadaan
sarana PPKBD/DAK

31

Terlaksananya
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas/operasional

12

12

12

12

12

12

12

12

32

Terlaksananya
Pemeliharaan rutin
peralatan dan
perlengkapan kantor

12

12

12

12

12

12

12

12

33

Terlaksananya Rehabilitasi
sedang berat
gedung kantor

34

Terlaksananya Pengadaan
perangkat komputer dan
printer/DAK-DAU

10

10

20




35

Terlaksananya
Pemeliharaan rutin
perangkat komputer dan
printer

12

12

12

12

12

12

12

12

Pro

gram peningkatan

disiplin aparatur

Terlaksananya Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapanya

55

58

113

Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur

1

Terlaksananya Bimtek
implementasi peraturan
perundang-undangan

Peogram peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian Kinerja
dan keuangan

1

Terlaksananya
Penyusunan pelaporan
semesteran realisasi
anggaran

12

Terlaksananya
Penyusunan LAKIP

12

Terlaksananya
Penyusunan RENSTRA

12

Terlaksananya
Penyusunan RENJA

BKBP3A 1(satu) tahunan.

12

Pro

gram Keluarga

Berencana

1

Terlaksananya Promosi
pelayanan KHIBA

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Pembinaan keluarga
berencana

12

12

12

12

12

12

12

12




Terlaksananya
Penyebaran informasi
melalui MUPEN

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Penyebaran informasi
melalui media
radio/interaktif

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya Pengadaan
media advokasi dan KIE

12

12

12

12

Terlaksananya
Operasional balai
penyuluh keluarga
berencana/DAKNF

Terlaksananya Distribusi
alat dan obat kontrasepsi
DAKNF

Terlaksananya
Pembentukan dan
pembinaan kampong KB

12

12

12

12

12

12

12

12

Pro

gram kesehatan

reproduksi remaja

1

Terlaksananya Advokasi
dan KIE tentang
kesehatan reproduksi
remaja (KRR)

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Pembinaan saka kencana

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya Pelatihan
pendidikan sebaya bagi
remaja

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Pembinaan PIK di
Sekolah-sekolah di
Kabupaten Sintang.

Pro

gram pelayanan

kontrasepsi

1

Terlaksananya Pelayanan

305

5,207




pemasangan kontrasepsi
KB

690

744

794

804

856

867

2 | Terlaksananya Pengadaan
alat kontraspsi

3 | Terlaksananya Pengadaan
sarana pelayanan fasilitas
kesehatan / obgyn bed.
DAK

57

57

4 | Terlaksananya Pengadaan
Implat kit DAK

243

243

5 | Terlaksananya Pengadaan
IUD kit. DAK

331

331

6 | Terlaksananya
Operasional mobil unit
pelayanan KB MOYAN

Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri

1 | Terlaksananya
Pembinaan pencatatan
pelaporan dan evaluasi
program

12

12

12

12

12

12

12

12

2 | Terlaksananya Tim
manunggal TNI KB-
Kesehatan

3 | Terlaksananya Bulan
bakti Bhayangkara KB-
Kesehatan

4 | Terlaksananya Gerak PKK
KB-Kesehatan

5 | Terlaksananya Lomba
pengelola KB teladan

6 | Terlaksananya
Monitoring dan
pembinaan pembantu
pembina KB Desa

32

35

35

55

56

66

69

70




(PPKBD)

7 | Terlaksananya Rapat kerja
daerah program KB

12

12

12

12

12

12

12

8 | Terlaksananya Rapat
evaluasi kegiatan tenaga
Penyuluh KB/PLKB se
kabupaten Sintang

9 | Terlaksananya Koordinasi
dan konsultasi bidang Data
dan Informasi

BKBP3A.

18

30

41

57

66

67

71

208

Program pengembangan
bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak.

1 | Terlaksananya
Pengumpulan bahan
informasi tentang
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak.

2 | Terlaksananya Pengadaan
BKB kit DAK

134

140

155

160

165

170

200

3 | Terlaksananya Pengadaan
BKL kit DAK

167

204

250

550

Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga.

1 | Terlaksananya
Pengembangan bahan
informasi tentang
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak.

2 | Terlaksananya Pelatihan
tenaga pendamping
kelompok bina keluarga

12

12

12

12

12

12

12

12




di kecamatan

Terlaksananya Kegiatan
peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera.

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Peningkatan Program
Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya Dukungan
Peningkatan kapasitas
manajemen PKK.

12

12

12

12

12

12

12

12

Terlaksananya
Pembinaan keluarga
untuk menggali dan
mengembangkan
kerajinan nasional
berbasis kearifan
lokal/Dekranasda.

12

12

12

12

12

12

12

12

7

Terlaksananya Pelatihan
kelompok UPPKS.

12

12

12

12

12

12

12

12

Program pengembangan
model operasional BKB
Posyandu PAUD

1

Terlaksananya Pengkajian
pengembangan model
operasional BKB
Posyandu PAUD

12

12

12

12

12

12

12




TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2016 - 2021

Indikator Kinerja

Data Capaian pada

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

T S ndikator Kod P dan Kegi Frogram Tahun Aval 2016 2017 2018 2019 2020 2021 m— g]gll;]])(erja
an i [Sasaran oce rogram dan Regiatan (outcome) dan Kegiatan Perencanaan akhir periode Renstra Penanggung
(output) (2015) PD Jjawab
target Rp target Rp target] Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
) ) 3) ) (5) (6) (7 3) ) (10) an (12) (13) (14) (15) (16) a7 (18) (19) (20) (21) (22)
[Menghaditkan_|Meningkatnya [Persentase 11 J12 N5 oo [Program keserasian erwujudnya
pemt erli peni ij i i kualitas
berbasis hak  |terhadap anak [kualitas hidup kualitas anak dan hidup perempuan dan
anak [perempuan [perempuan anak.
dan anak.
[Persentase 1 12 ps jos 1 [Keglatan lerwujudnya I"Buku Taporan 81% 59,785,091 | 82% 59,785,150 | 83% 65,763,665 | 84% 72,340,032 | 85% 79,574,035186% 87,531,437 57% 424,779,410 [BRBPSA Kab. |
kesejahteraan P k kese; kegiatan Tahun Sintang.
masyarakat kesejahteraan dan masyarakat dan 2015.
dan perlindungan anak.  |perlindungan anak.
perlindungan
anak.
Persentase  [i1 12 [15 |06 | [oomansast Menurunya angka T Buku faporan 35% 104,999,942 | 30% 104,999,942 [ 25% 115,499,936 | 20% 127,049,930 | 10% 139,754,923 |10% 153,730,415 |0.5% 746,035,088 | BRBP3A Kab.
Jtingkat terhadap anak  [kegiatan Tahun Sintang.
kekerasan kekerasan terhadap  |di Kabupaten Sintang 2015.
jterhadap anak janak
di Kabupaten
Sintang
Persentase |11 |12 |15 |08 |p |oosialsast tentang _ [Terwujudnya T Buku faporan 70% 43,796,468 | 71% 43,796,468 | 72% 48,176,115 | 713% 52,993,727 | 74% 58,293,100|75% 64,122,410 |716% 311,178,288 | BRBP3A Kab.
[pemahaman seksual P pelajar, kegiatan Tahun Sintang.
pelajar, [komersial anak di jtentang eksploitasi 2015.
tentang [Kabupaten Sintang  |seksual komersial anak.
eksploitasi
seksual
komersial
anak.
Persentase |11 |12 [15 [09 | |Pcmbimaan kota Terwujudnya Smiang T Buku Taporan 80% 28,999,960 | 82% 60,000,000 | 83% 66,000,000 | 84% 72,600,000 | 85% 79,860,000 |86% 87,846,000 |87% 395,305,960 [ BRKBP3A Kab.
[Sintang layak anak. menuju kota layak anak  |kegiatan Tahun Sintang.
[menuju kota (KLA) 2015.
layak anak
Persentase |11 |12 [15 |10 |5 |Sosialisasi Program |Terwujudnya program [T Buku laporan 80% 149,999,580 | 82% 149,999,580 | 83% 164,999,538 | 84% 181,499,492 | 85% 199,649,441 [86% 219,614,385 [87% 1,065,762,016 | BRBP3A Kab.
[program dan [Nasional bagi anak  |dan kegiatan yang kegiatan Tahun Sintang.
kegiatan yang Indonesia. sasaranya anak-anak di 2015.
[sasaranya kabupaten Sintang.
[anak-anak di
kabupaten
Sintang.
Persentase |11 |12 [15 |13 |6 [Sostalsast hak-hak [ Terwujudnya T Buku faporan 80% 38,349,790 | 82% 80,000,000 | 83% 88,000,000 | 84% 96,800,000 | 85% 106,480,000 |86% T17,128,000 [87% 526,757,790 | BRBP3A Kab.
[pemahaman anak sesuai dengan  |pemahaman tentang kegiatan Tahun Sintang.
jtentang. Und: dang Und: d: 2015.
[Undang- perlindungan anak.  |perlindungan anak.
undang
perlindungan
anak.
[Persentase 1 12 115 4 7 [Forum anak Dacrah erwujudnya I"Buku laporan 85% 69,999,712 | 86% 120,000,000 | 87% 132,000,000 | 88% 145,200,000 | 90% 159,720,000 2% 175,692,000 193% 802,611,712 | BRBF3A Kab. |
kesepahaman, [Kabupaten Sintang.  |kesepahaman, kegiatan Tahun Sintang.
[peningkatan peningkatan SDM anak-  [2015.
[SDM anak- anak di Kab. Sintang.
[anak di Kab.
Sintang.
Persentase |11 |12 [15 |15 |8 |Hart Anak Nasional |Dilaksanakanya kegiatan [T Buku laporan 85% 47,783,144 | 86% 60,000,000 | 87% 66,000,000 | 84% 72,600,000 | 85% 79,860,000 |86% 87,846,000 |87% 414,089, 144 | BRBPSA Kab.
kegiatan Hari Kabupaten Sintang. |Hari anak Nasional di kegiatan Tahun Sintang.
anak Nasional [Kab. Sintang. 2015.
di Kab.
Sintang.
[Meningkatkan [meningkamya _ [Persentase 11 |1z |16 |00 [Program penguatan [Dilaksanakanya BRBP3A Kab. |
partisipasi Jpengarustamaan  [penguatan P kelemb: Sintang.
perempuan jgender kelembagaan [pengarustamaan pengarustamaan gender
dalam engarustama jgender dan anak dan anak
pembangunan an gender dan
anak




ersentase |11 12 16 ol 1 JAdvokasi dan eningkatnya kualitas |1 Buku Taporan 80% 99,999,920 [81% 100,000,000 [82% 110,000,000 J83% 121,000,000 [g4% 133,100,000 [B5% 146,410,000 [B6% 710,509,920 JBKBP3A Kab.
kualitas hidup fasilitasi PUG bagi  fhidup perlindungan egiatan Tahun [Sintang.
perlindungan [perempuan perempuan dan 2015.
[perempuan pengarustamaan gender.
dan
pengarustama
an gender.
[Mengendalikan | Menurunnya [Persentase 11 |1z [17 |00 [Program peningkatan  [Meningkamya kuamtas BRBP3A Kab. |
laju Pasangan Usia kualitas hidup kualitas hidup dan hidup dan perlindungan [Sintang.
pertumbuhan | Subur (PUS) yang [dan perli perempuan.
penduduk ingin ber-KB perlindungan [perempuan
tidak terpenuhi [perempuan.
(Unmeet Need)
[Persentase T |12 17 |10 T |Kegmatan GMS dan__ [Menurunya angka T Buku laporan 0% 30,000,000 [0% 35,000,000 [8% 38,500,000 [1% 72,350,000 [6% 76,585,000 5% 31,243,500 % 243,678,500 [BKBP3A Kab. |
Imenurunya K ibu hamil, egiatan Tahun [Sintang.
fangka Imelahirkan, dan 2015.
[kematian ibu [meningkatnya kesadaran
fhamil, Imasyarakat tentang
melahirkan, kesehatan bumil dan
dan bulin.
Imeningkatnya
kesadaran
[masyarakat
entang
kesehatan
bumil dan
bulin.
Persentase |11 |12 |17 |12 [P |Kceiatan pembimaan [Menurunya angka TBuku Taporan 0% T17,000,000 0% 125,000,000 [8% 137,500,000 [7% 151,250,000 6% 166,375,000 [5% 183,012,500 % §80,137,500 |BKBP3A Kab. |
menurunya sayang K ibu hamil, egiatan Tahun [Sintang.
angka ibu Imelahirkan, dan 2015.
kematian ibu Imeningkatnya kesadaran
fhamil, Imasyarakat tentang
melahirkan, kesehatan bumil dan
dan bulin.
Imeningkatnya
kesadaran
[masyarakat
tentang
kesehatan
umil dan
bulin.
[Persentase 1 j2 p7 Q13 3 [Kegiatan Menmgkatnya peran T Buku Taporan 76% 149,583,960 [77% 160,000,000 J78% 176,000,000 §79% 193,600,000 R0% 212,960,000 | 34 234,256,000 % 1,126,399,960 [BRBP3A Kab.
meningkatnya dan egiatan Tahun [Sintang.
peran peranan wanita kemandirian perempuan  |2015.
kemampuan di Desa
[dan
kemandirian
perempuan di
[Desa
[Persentase T_|12 17 |21 4 [PenmgKatan Tercapamya chisienst dan [T Buku laporan 30% 288,084,000 288,084,000 [PKBP3A Kab. |
ftercapainya efektivitas pelayanan egiatan Tahun Sintang.
lefisiensi dan jmanajemen PKK linternal PKK, dan 2015.
efektivitas dilaksanakanya tugas
pelayanan pokok dan fungsi PKK.
internal PKK,
dan
dilaksanakany
la tugas pokok
dan fungsi
PKK.
[Persentase 12 7 2 Peringatan Hari 1laksanakanya Hari I Buku laporan 80% 160,467,400 160,467,400 [BKBP3A Kab.
dilaksanakany Kesatuan Gerak PKK |Kesatuan gerak PKK di egiatan Tahun [Sintang.

fa Hari
[Kesatuan
[Gerak PKK di
tingkat
[Provinsi dan
[Kabupaten.

ingkat Provinsi dan
[Kabupaten.

2015.




[Persentase 1mli2li17123 6 [Peningkatan erciptanya lingkungan 1 Buku laporan 80% 12,183,850 12,183,850 | BKBP3A Kab.
terciptanya kegiatan kelompok  [sadar hukum dan polah kegiatan Tahun Sintang.
lingkungan kerja 1 PKK [asuh yang baik untuk 2015.
sadar hukum tumbuh kembang anak
dan polah dan remaja.
asuh yang
baik untuk
tumbuh
kembang anak
dan remaja.
[Persentase T 112 17 |22 |7 [|Peningkatan Terlaksananya BRKB T Buku laporan 80% 16,003,850 16,993,850 | BKBP3A Kab. |
jterlaksananya kegiatan kelompok  fholistic integratif, dan kegiatan Tahun Sintang.
[BKB holistic kerja 2 PKK semua keluarga mampu  [2015.
integratif, dan Imeningkatkan ekonomi
semua keluarga.
keluarga
mampu
meningkatkan
lekonomi
keluarga.
[Persentase T 11211712 g [Peningkatan Terwujudnya ruman T Buku laporan 0% 10,818,300 10,818,300 | BKBP3A Kab. |
jterdapatnya kegiatan kelompok  |pangan lestari, kadarzi kegiatan Tahun Sintang.
rumah pangan kerja 3 PKK dan masyarakat mampu  [2015.
lestari, imelaksabakan teknologi
kadarzi dan tepat guna.
masyarakat
mampu
melaksabakan
jteknologi
jtepat guna.
Persentase TT[12 17 [26 [P [Penmekatan [Menimgkatnya derajat TBuku Taporan 30% 11,452,600 11,452,600 |[BKBP3A Kab. |
meningkatnya kegiatan kelompok  [kesehatan yang promotif, |kegiatan Tahun Sintang.
derajat kerja 4 PKK prefentif dan 2015.
kesel rehabilitatif, dengan

ang persiapan PHBS
[promotif,
prefentit dan
rehabilitatif,
dengan
persiapan
PHBS
|Vermgkatya [ 11 [ 12 | 17 |27 |10 |Penmekatan |Meningkathya peran dan [T Buku laporan 0% 50,000,000 | 72% 35,000,000 | 75% 60,500,000 | 77% 66,550,000] 75% 73,205,000 | 79% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |

eran dan kapasitas Gerakan partisipasi Gerakan kegiatan Tahun Sintang.
partisipasi [Organisasi Wanita ~ |Orgamisasi Wanita untuk |2015.
Gerakan (GOW) Kab Sintang. |berpartisipasi aktif
Orgamisasi dalam kegiatan
[Wanita untuk t
[berpartisipasi kemajuan daerah.
aktif dalam
kegiatan
dan kemajuan
daerah.
[Persentase TT[12 [17 [ 28 [11[Penmekatan [MenmeKatiya mut TBuku faporan 0% 0,000,000 | 72% 35,000,000 | 75% 60,500,000 | 77% 66,550,000 75% 73,205,000 | 79% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya il P2TP2A P2TP2A kegiatan Tahun Sintang.
mutu 2015.
P2TP2A
Persentase TT [12 [ 17 |20 |12 [Penmgkatan Menmgkatnya Dharma Wanita 0% 125,000,000 | 72% 137,500,000 | 75% 151,250,000 | 77% 166,375,000 | 78% 183,012,500 | 9% 763,137,500 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya Dharma [P Persatuan Sintang.
[Pengelolaan [Wanita Persatuan Aktivitas Dharma Wanita [Kabupaten Sintang
dan Aktivitas [Kabupaten Sintang.  |Persatuan. Imasih belum dapat
[Dharma j peran
[Wanita yang besar
[Persatuan. terhadap

[pembangunan

Daerah.




ersentase 11 12 p7 3o 13 [Pengarustamaan eningkatnya peran [Kondist 70% 50,000,000 | 72% 55,000,000 | 75% 60,500,000 | 77% 66,550,000 | 78% 73,205,000 | 79% 305,255,000 [ BKBP3A Kab.
meningkatnya [GENDER. pengarustamaan Gender ~ |masyarakat yang Sintang.
peran masih terdapat
[pengarustama perbedaan tentang
an Gender perlakuan jenis

lkelamin.

Persentase T 1z |17 2 T4 |RAD Penghapusan _ [Menmgkatya Rondist 70% 50,000,000 | 72% 55,000,000 [ 75% 60,500,000 77% 66,550,000| 78% 73,205,000 | 79% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya [perdagangan orang  |pengetahuan dan peran Imasyarakat yang Sintang.
[pengetahuan laktiv masyarakat tentang lacuh dan terkesan
dan peran pengt biarkan
aktiv perdagangan orang. tentang terjadinya
masyarakat [perdagangan
tentang orang.
[penghapusan
perdagangan
orang.
Persen@se |11 |12 |17 |3 15 [Kclompok kerja Meningkatnya kinerja[Keterbatasan Dana 70% 50,000,000 | 72% 55,000,000 | 75% 60,500,000 | 77% 66,550,000] 78% 73,205,000 | 79% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya [Gerakan Sayang Ibu |kelompok Gerakan Jdalam pembuatan Sintang.
kinerja (POKJA GSI) [Sayang Ibu. [Data GSI untuk
kelompok penilaian ke
Gerakan [Tingkat Provinsi
[Sayang Ibu. Kalbar.
Persentase  [1T_[12 |17 |34 |16 |Pemberdayaan Tm [Menmgkatnya Kapasitas | Tim Koordmast 0% 50,000,000 | 72% 55,000,000 [ 75% 60,500,000 | 77% 66,550,000] 78% 73,205,000 | 79% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya [Koordinasi Tim koordinasi lyang masih perlu Sintang.
kapasitas Tim [Pemberdayaan [pemberdayaan peningkatan
koordinasi [Perempuan. [perempuan kapasitas tentang
[pemberdayaan koordinasi.

perempuan
[Persentase 12 [12 |01 [00  [|Program pelayanan [DiTaksanakanya BRBPIA Kab. |
pelayanan inistrasi pelayanan administrasi Sintang.
administrasi [perkantoran [perkantoran.
[perkantoran.
Persentase  [12 [12 |01 [o1 [T [Penyediaan jasa Terciptanya efisiensi dan_[Materar 6.000 .- 80% 3,000,000 | 82% 3,000,000] 83% 3,300,000 | 84% 3,630,000| 85% 3,993.000| 86% 7392300 86% 21,315,300 | BRBP3A Kab. |
kesediaan jasa surat menyurat efektivitas pelayanan 300 Ibr dan Sintang.
surat internal kedinasan. Materai 3.000 ,-
menyurat 400 Ibr.
Persentase  [12 [12 |01 [02 |2 |Penyediaan jasa TerTaksananya seturah _ [Ketersediaan 0% 57,000,000 | 83% 55,882,000 | 84% G1.470.200| 85% 67.617.220| 86% 72378042 87% 81816836 | 85% 399,065,108 | BRBP3A Kab. |
seluruh [komunikasi sumber  [aktivitas pelayanan jpembayanan jasa, Sintang.
aktivitas daya air dan listrik  |kedinasan. telpon air dan
pelayanan listrik untuk 12
kedinasan. bulan.
[Persentase T2 _[1Z o1 _[08.01 |3 [Penyedian jasa Tersedianya ruang kerja _ [Ketersediaan 8% 14,995,618 | 80% 20,000,000 | 82% 22,000,000 | 84% 24,200,000 | 86% 26,620,000 87% 29,282,000 | 88% 137,007,618 | BRBP3A Kab. |
tersedianya kebersihan kantor ang bersih hingga barang dan Sintang.
ruang kerja berdampak pada peralatan
yang bersih [peningkatan motivasi kebersihan kantor.
hingga kerja.
berdampak
pada
[peningkatan
motivasi kerja.
Persentase  [12 [12 |01 [08.02 [&  |Penyediaan jasa Tersedianya halaman _ [Ketersediaan jasa | 76% 15,000,000 | 77% 20,000,000 | 78% 22,000,000 | 80% 24,200,000 | S1% 26,620,000 82% 29,282,000 | 83% 137,102,000 | BRBP3A Kab. |
tersedianya kebersihan halaman  ftaman yang bersih tenaga kebersihan Sintang.
halaman taman dan hingga berdampak pada  |kantor.
taman yang kantor P motivasi
bersih hingga kerja.
[berdampak

ada
peningkatan
motivasi kerja.




crsentase 12 | 12 | 01 JI0 |5 |Penyediaan alat erpenuhinya tugas Ketersediaan Alat [76% 27,001,568 [17% 35,000,000 [718% 38,500,000 [79% 42,350,000 [80% 46,585,000 [81% 52,243,500 [82% 241,680,068 | BKBP3A Kab.
terpenuhinya tulis kantor [pokok dan fungsi dengan  Jtulis kantor yang Sintang.
jtugas pokok jtersedianya alat tulis d.
dan fungsi kantor / ATK.
dengan
tersedianya
alat tulis
kantor / ATK.
[Persentase 12 [12 |01 [T 6 [Penyediaan barang _|Tmgkat pemantaatan  [Ketersediaan  [50% 16,717,400 [S1% 17,000,000 [52% 18,700,000 |83% 20,570,000 |84% 22,627,000 |85% 24,889,700 |37% 120,504,100 | BRBP3A Kab. |
tingkat cetakan dan penyediaan kebutuhan barang cetakan Sintang.
[pemanfaatan [penggandaan barang cetakan dan dan penggandaan.
penyediaan [penggandaan.
[kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaan.
Persentase |12 | 12 [ 01 |12 |7 |Penycdiaan Terpenunimya sarana Retersediaan FT% T1,989,400 [82% 12,000,000 [83% 13,200,000 [84% 14,520,000 [85% 15,972,000 [86% 17,569,200 [88% 85,250,600 | BRBP3A Kab. |
terpenuhinya [komponen instalasi ~ [penerangan bangunan [komponen dan Sintang.
[sarana listrik penerangan kantor. peralatan listrik
penerangan [bangunan kantor bangunan kantor.
[bangunan
kantor.
Persentase 12 [12 [Or |15 8 [Penyediaan bahan [ Terpenuhinya bahan | Tersedianya bahan 817 2,244,000 [83% 2,250,000 [84% 2,475,000 [35% 2,721,400 [86% 2,993,450[87% 3,292,894 |90% 15,076,744 | BKBP3A Kab. |
jterpenuhinya bacaan peraturan bacaan dan peraturan bacaan harian Sintang.
[bahan bacaan [perundang- [perundang-undangan. [Kapuas Pos dan
dan peraturan undangan [Kapuas raya.
perundang-
undangan.
Persentase |12 | 12 |01 |17 |0 |Penycdiaan Terpenuhimya makanan _|Ketersedraan BT% 28,842,000 [83% 29,000,000 [84% 31,900,000 [85% 35,090,000 [86% 38,599,000 [87% 72,458,900 [90% 205,889,900 | BRKBP3A Kab. |
terpenuhinya makanan dan [dan minuman rapat makanan dan Sintang.
makanan dan jminuman dinas. jminuman setiap
[minuman kegiatan rapat.
rapat dinas.
[Persentase 2 [ 12 |01 |18.01 |10 [|Rapattapat Tersclenggaranya rapat [ Terpenuhinya ’0% 767,335,000 [81% 300,000,000 |82% 330,000,000 [53% 363,000,000 [54% 399,300,000 |85% 439,230,000 [88% 2,008,865,000 | BRBP3A Kab. |
terselenggaran koordinasi dan koordiasi dan konsultasi ~ |kegiatan Rapat Sintang.
a rapat [konsultasi keluar keluar daerah. rapat kordinasi
[koordiasi dan daerah dan konsultasi
konsultasi keluar Daerah.
keluar daerah.
[Persentase 13 12 o1 J19 T |Penyediaan jasa Terscdianya tenaga Retercrsedianya 100% 12,000,000 fn 17,400,000 |100% 17,400,000 [100% 17,400,000 [100% 17,400,000 | 100% 17,400,000 [100% 99,000,000 | BRBP3A Kab. |
tersedianya 1 teknis tenaga Sintang.
tenaga administrasi teknis  [pendukung perkantoran.  [administrasi
administrasi perkantoran teknis pendukung
teknis perkantoran.
pendukung
perkantoran.
[Persentase 12 [ 12 [O1 [28.01 |12 [Pameran Menmgkatnya miormasr _|L-aporan R1% 32,000,000 [82% 35,000,000 [83% 38,500,000 [84% 72,350,000 |85% 76,585,000 [85% 31,243,500 |90% 245,678,500 | BRBP3A Kab. |
k a [pembangunan fasilitas profil pelaksanaan Sintang.
informasi [pebangunan. Pameran
tasilitas profil [pembangunan
[pebangunan. setiap tahun.
[Persentase 2 12 | 01 |28.02 [13  [Bclanja bendera Terscdianya bendera . JKetersediaan . [00% 7,000,000 |- N N = N " 7,000,000 | BKBP3A Kab. |
tersedianya merah putih merah putih dan umbul-  [sarana bendera Sintang.
bendera panjang dan umbul-  jumbul. Jdan umbul-umbul.
merah putih umbul
[dan umbul-
umbul.
Persentase |12 | 12 | 01 |28.03 [14 [Pawal eningkatnya informasi _|Caporan BT% 8,000,000 [82% 10,000,000 [83% 11,000,000 [84% 12,100,000 [85% 13,310,000 [88% 14,461,000 [90% 68,871,000 | BRBP3A Kab.
meningkatnya [pembanguanan fasilitas profil pelaksanaan Sintang.
informasi pemt P i
fasilitas profil In setiap tahun.
[pembangunan.
[Persentase 12 T2 [ 01 [28.04 |15 [Ccrakjalan dafam Meningkatnya partisipast | Terlaksananya - 0% 50,000,000 [81% 50,000,000 [82% 50,000,000 |83% 50,000,000 [34% 50,000,000 |84% 250,000,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya rangka peringatan [pegawai BKBP3A Sintang |gerak jalan dalam Sintang.
partisipasi [HUT RI 17 Agustus. |dalam peringatan HUT rangka HUT
egawai kemerdekaan RI. [kemerdekaan RI.
[BKBP3A
Sintang dalam
peringatan
[HUT
kemerdekaan
RI.
[Persentase 2 |12 |01 |37 T6 |Penilaan angka Terlaksananya pentlaian _ [Ketersedraan 76% 9,986,600 [77% 15,000,000 |78% 15,000,000 | 79% 15,000,000 [80% 15,000,000 [81% 15,000,000 |85% 34,986,600 | BRBP3A Kab. |
jterlaksananya kredit PKB angka kredit PKB. penilaian angka Sintang.
peni kredit petugas
angka kredit fungsional
[PKB. lapangan.
[Persentase 12 1201 J47 T7 _|Penyedraan bahan Crpenuhinya kebutuhan [ Tngkat 75% 69,000,000 [77% 60,000,000 |78% 66,000,000 [79% 72,600,000 [30% 79,860,000 |8 1% §7.846,000 |35% 733,306,000 | BKBP3A Kab. |
fterpenuhinya bakar minyak/BBM  |[BBM kendaraan dinas  [ketersediaan BBM Sintang.
keb utuhan dan gas operasional. [kendaraan Dinas
[BBM operasional.
kendaraan
dinas




ersentase 12 [12 Jol [ 18 [Penyediaan jasa erpenuhinya kebutuhan  [Ketersediaan [77% 15,000,000 [78% 20,000,000 [19% 22,000,000 [80% 24,200,000 [81% 26,620,000 [82% 29,282,000 [85% 137,102,000 | BKBP3A Kab.

kesediaan jasa perizinan [pembayaran pajak [pembayaran Sintang.

perizinan [kendaraan kendaraan perizinan

kendaraan 5/0p inas/op ional Dinas

[dinas/operasi operasional.

onal.

[Persentase 2 12 01 63 19 [Penyediaan Crpenuhinya kebutuhan | Terlaksananya 2% 30,000,000 73% 20,000,000 74% 22,000,000 75% 24,200,000 76% 26,620,000 77% 29,282,000 80% 152,102,000 [ BRBP3A Kab. |

terpenuhinya komponen instalasi ~ |sarana penerangan pemasangan Sintang.

kebutuhan listrik penerangan kantor UPT di kecamatan. [jaringan listrik di

sarana bangunan kantor kantor UPT

[pencrangan kecamatan.

kantor UPT di

kecamatan.

[Persentase 1212 02 02 20 [Pembangunan ersedianya rumah dinas  [Terlaksanya 5% 147,650,000 - - - - - - 147,650,000 [ BKBP3A Kab.

tersedianya rumah dinas/rumah rumah jaga. [pembanguanan Sintang.

rumah dinas / jaga. rumah dinas /

rumah jaga. rumah jaga.

Persentase T2 [ 12 [ 02 J05.01 21 |Pengadaan Terscdianya kendaraan [ Terlaksanya o T.358.215,000 n [ n B B T,358,215,000 [BKBP3A Kab. ]
[kendaraan dinas dinas roda 4 (empat), Ipengadaan Sintang.

kendaraan operasional roda 4 [mupen dan angkutan kendaraan dinas

dinas roda 4 (empat)/DAK akseptor. MUPEN dan

(empat), |Angkutan akseptor

fmupen dan KB.

angkutan

lakseptor.

[Persentase 12012 02 05.02 22 [Pengadaan ersedianya kendaraan erlaksananya P0% 67,180,000 - - - - - - 67,180,000 [BKBP3A Kab.

[pengadaan kendaraan dinas dinas roda 2 (dua), untuk  |pengadaan Sintang.

kendaraan operasional roda 2 Joperasional lapangan. kendaraan dinas

dinas roda 2 (dua)/DAK roda 2 lapangan.

(dua), untuk

operasional

lapangan.

Persentase T2 [ 12 [ 02 0701 [ 23 [Pengadaan Tersedianya bangunan | Terlaksananya Pove 947,914,000 | a [ n B B 947,914,000 |BRBP3A Kab. |
bangunan gedung jgedung UPT di setiap [pembangunan Sintang.

gedung UPT di kantor/UPT DAK. kecamatan kab. Sintang.  [kantor gedung

setiap banguanan UPT di

kecamatan kecamatan.

kab. Sintang.

[Persentase T2 | 12 | 02 [07.02 | 24 |Pembangunan pagar |Terscdianya pagar Terfaksananya s 0% 500,000,000 |- = = - B 500,000,000 [BKBP3A Kab. |

tersedianya jgedung kantor UPT  [bangunan gedung kantor  |pengadaan pagar Sintang.

[pagar PLKB 9 kecamatan JUPT PLKB di 9 jgedung UPT PLKB

bangunan [DAK k K

gedung

kantor UPT

[PLKB di 9

kecamatan.

[Persentase T2 | 12 |02 [07.03 |25 [Pengadaan teralis Tersedianya teralis pada T erlaksananya N N 0% 168,000,000 |- - n N N 168,000,000 | BKBP3A Kab. |

tersedianya pada bangunan bangunan gedung kantor  |pengadaan teralis Sintang.

teralis pada jgedung kantor UPT  |JUPT PLKB di 14 banguan gedung

bangunan PLKB di 14 kecamatan. UPT kecamatan.

gedung K DAK

kantor UPT

[PLKB di 14

kecamatan.

Persentase T2 |12 [ 02 [0704 |20 [Pengclolaan dan _[Tcrdapatnya jumlan dan | Terlaksananya 5% 20,000,000 [75% 22,000,000 [80% 24,200,000 [81% 26,620,000 [82% 29,282,000 [83% 122,102,000 | BRBP3A Kab. |

terdapatnya perhitungan Aset nilai aset barang-barang  |pengelolaan dan Sintang.

jumlah dan [BKBP3A Sintang milik BKBP3A Sintang  |perhitungan aset

nilai aset milik BKBP3A

barang- Sintang

barang milik

[BKBP3A

[Sintang

[Persentase T2 | 12 |02 [09.02 |27 |Pengadaan sound |Terscdianya sound Retersediaan 5% 20,000,000 [66% 70% 75% 20,000,000 | BRBP3A Kab. |

tersedianya system set [system set penunjang Sound system set. Sintang.

[sound system kelancaran kegiatan.

set penunjang

kelancaran

kegiatan.

[Persentase T2 | 12 | 02 [09.03 | 28 [Pengadaan LCD Terscdianya LCD Retrsediaan LCD . [85% 174,860,000 |- N N = N " 174,860,000 | BKBP3A Kab. |

belanja LCD proyektor dan layar  |proyektor di setiap UPT  |proyektor di setiap Sintang.

proyektor di lebar/DAK [PLKB kecamatan. UPT kecamatan.

setiap UPT

PLKB

kecamatan.

[Persentase 2112102 |12 20 |Pengadaan sarana |Terpenuhinya sarana Terlaksanya, 21,627,600 71,627,600 | BKBP3A Kab. |

belanja sarana PLKB/DAK kerja setiap PLKB di pengadaan sarana Sintang.

kerja setiap lapangan. kerja PLKB.

[PLKB di

lapangan.




ersentase 12 2 o2 |3 30 |P d: sarana erp 1 sarana erlaksanya 85% - 85% 450,000,000 |- N - - - 450,000,000 | BKBP3A Kab.
belanja sarana PPKBD/DAK kerja setiap PPKBD di [pengadaan sarana Sintang.
kerja setiap I kerja PPKBD.
[PPKBD di

lapangan.
Persentase |12 |12 [02 |2 [Pl |Pemelharaan ruin | Terpelharanya Retersediaan 30% 150,000,000 | 81% 120,000,000 [82% 132,000,000 [83% 143,200,000 [84% 159,720,000 [85% 179,692,000 [86% 886,612,000 [ BRBP3A Kab. |
terpeliharanya berkala kendaraan kendaraan dinas kendaraan dinas Sintang.
kendaraan dinas/operasional operasional. yang siap
dinas opersional.
operasional.
Persentase |12 |12 o2 |1 52 [Pemeliharaan rutm | Terpelaranya sarana |Ketersediaan 50% 14,400,000 | 81% 15,000,000 [82% 16,500,000 [83% T8.150,000 [84% 19,965,000 [85% 21,961,500 [86% 105,976,500 | BRBP3A Kab. |
terpeliharanya peralatan dan peralatan perlengkapan sarana Sintang.

sarana perlengkapan kantor fkantor. perlengkapan
peralatan kantor yang
perlengkapan mamadai.
kantor.
Persentase |12 |12 |02 |2 |33 |Renabii@s scdang | Terpelinaranya gedung | Terpeiharanya 95% 195,650,000 | 98% 200,000,000 395,650,000 | BRBP3A Kab. |
terpeliharanya berat gedung kantor  [kantor BKBP3A. jgedung bangunan Sintang.

gedung [kantor BKBP3A.
kantor
[BKBP3A.
[Persentase 2 |12 [02 |6 |34 |Pengadaan Tersedianya perangkal  [Ketersediaan 30% 217,400,000 | 95% 120,000,000 | = = B B 337,400,000 [BKBP3A Kab. |
belanja perangkat komputer sesuai perangkat Sintang.
[perangkat [komputer dan kebutuhan kantor. [komputer lap top
komputer/pri printer/DAK-DAU pada semua
nter kantor UPT

kecamatan.

Persentase 12|12 |02 |58 |55 |Pemchiharaan rutm | Terpeliharanya Terpeliharanya T3% 10,000,000 | 74% 15,000,000 [15% 16,500,000 | 76% T8.150,000 |77% 19,965,000 |78% 21,061,500 [79% T0T,576,500 | BRBP3A Kab. |
terpeliharanya perangkat perangkat komputer dan  |perangkat Sintang.
perangkat Jkomputer dan printer. Jkomputer dan
komputer dan printer printer BKBP3A
printer.
[Persentase iz [iz |03 [00 Program peningkatan | Terdapat peningkatan BRBP3A Kab. |
[peningkatan disiplin aparatur disiplin aparatur. Sintang.
disiplin
aparatur.
[Persentase 12 |12 03 [0z T JPengadaan pakaman _|Tersedianya pakaran Tersedranya 0% 64,310,500 | 95% 40,000,000 104,310,500 | BRBP3A Kab. |
tersedianya dinas beserta dinas seluruh pegawai pakaian dinas Sintang.
pakaian dinas perlengkapanya [BKBP3A Sintang seluruh pegawai
seluruh BKBP3A Sintang.
pegawai
[BKBP3A
[Sintang
[Persentase 2 [iz [05 [o0 Program peningkatan erdapat peningkatan BKBP3A Kab. |
peningkatan kapasitas sumber daya kapasitas sumber daya Sintang.
kapasitas Japaratur aparatur.
[sumber daya
aparatur.
Persentase |12 [12 o5 [03 |0 imic] Tngkat pemanaman Tingkat 5% 180,050,000 | 76% 100,000,000 |77% 110,000,000 |78% 121,000,000 [79% 133,100,000 [80% 146,410,000 [$4% 791,460,000 [BKBP3A Kab. |
[pemahaman jtugas pokok dan fungsi [pemahaman Sintang.
tugas pokok peraturan laparatur tupoksi pegawai
dan fungsi perundang- BKBP3A.
laparatur undangan
[Persentase 12 |12 |06 |00 [Pcogram peningkatan |Tcrdapal peningkatan BRBP3A Kab. |
[peningkatan sistem [sistem pelaporan capaian Sintang.
sistem [pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
[pelaporan kinerja dan keuangan
capaian
kinerja dan
keuangan.
Persentase |12 [12_[06 [0z |1 [Penyusunan Tersedianya laporan Retersediaan 1% 82,684,200 | 78% 50,000,000 |79% 55,000,000 [30% 60,500,000 [80% 66,550,000 [80% 73,205,000 |85% 387,939,200 | BKBP3AKab. |
tersedianya pelaporan [semesteran dan akhir laporan semester Sintang.
laporan semesteran realisasi  [tahun. dan akhir tahun
semesteran Janggaran [keuangan BKBP3A
dan akhir
tahun.
Persentase  [12 12 |06 [06 |2 |Penyusunan LAKIP |lersedianya laporan Retersediaan 7% 18,694,166 | 78% 15,000,000 [19% 16,500,000 [80% 18,150,000 [80% 19,965,000 [80% 21,061,500 [85% 110,270,666 | BRBP3A Kab. |
tersedianya kinerja instansi laporan kinerja Sintang.
laporan [pemerintah. instansi
kinerja [pemerintah LAKIP
instansi
pemerintah
(LAKIP).




ersentase 12 li2 Joe lie 3 [Penyusunan ersedianya laporan [Ketersediaan 90% 59,556,500 |- - N - . - - 59,556,500 | BKBP3A Kab.
tersedianya RENSTRA [RENSTRA BKBP3A, 6 |laporan Rencana Sintang.
laporan (enam) tahunan. Strategis SKPD.
[RENSTRA
[BKBP3A, 6
(enam)
Jtahunan.
Persentase |12 |12 [06 |17 [F |Penyusunan RENJA | Tersedianya faporan Retersediaan 175% 15,000,000 [79% 16,500,000 [80% T8,150,000 [80% 19,965,000[80% 21,961,500[85% 01,576,500 | BRBP3A Kab. |
tersedianya BKBP3A 1(satu) [RENJA BKBP3A I(satu) [laporan Renja Sintang.
laporan tahunan. jtahunan. SKPD.
[RENJA
[BKBP3A
1(satu)
tahunan.
[Persentase 12 [12 |15 [00  |Program Keluarga  |Pclaksanaan program BRBPIA Kab. |
[pelaksanaan [Berencana keluarga berencana Sintang.
rogram [sesuai kebutuhan
keluarga masyarakat.
berencana
sesuai
kebutuhan
masyarakat.
Persentase |12 [12 |15 [04 |1 |Promosi pelayanan [Menngkamya Caporan 75% 19,086,860 [76% 19,086,860 [77% 20,995,557 |18% 23,005,113(79% 25,404,624 [80% 27,945,086[82% 135,614,100 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya KHIBA P huan masyarakat ~ |p Sintang.
[pengetahuan tentang kelangsungan [Promosi KHIBA.
masyarakat hidup ibu, bayi dan anak.
tentang
kelangsungan
hidup ibu,
bayi dan anak.
Persentase  [12 [12 |15 |05 |2 |Pembinaan keluarga |Terbmanya PRB/PLKB di [Caporan 75% 80,085,000 [76% 60,000,000 [77% 66,000,000 | /8% 72,600,000 79% 79,860,000 [80% §7,846,000[82% 746,391,000 | BRBP3A Kab. |
jterbinanya berencana [kecamatan dalam [pelaksanaan Sintang.
[PKB/PLKB di ol program dan  |P KB.
kecamatan target pelayanan KB.
dalam
pencapaian
[program dan
target
[pelayanan KB.
[Persentase 12 12 ps5 jog 3 Penycbaran [Perubahan perilaku Caporan dan 81% 19,935,400 [82% 40,000,000 [83% 44,000,000 [84% 73,400,000 [85% 33,240,000[86% 58,564,000]38% 264,139,400 | BRBP3A Kab. |
[perubahan informasi melalui masyarakat dalam perubahan Sintang.
erilaku MUPEN [menyikapi program P
masyarakat nasional Keluarga masyarakat
dalam [Berencana.
menyikapi
program
nasional
[Keluarga
[Berencana.
[Persentase 12 iz Jis o 4 [Penyebaran [Perubahan perifaku Caporan dan 75% 15,000,000 |76% 15,000,000 [77% 16,500,000 [78% 18,150,000§79% 19,965,000[80% 21,961,500[82% 106,576,500 | BRBP3A Kab. |
[perubahan informasi melalui masyarakat dalam perubahan Sintang.
erilaku media [menyikapi program [pengetahuan
masyarakat radio/interaktif nasional Keluarga masyarakat
dalam [Berencana.
Imenyikapi
rogram
nasional
[Keluarga
[Berencana.
erpenuhinya |12 |12 15 |11 5 |Pengadaan media erpenuhinya media Rondist 1o5% 200,000,000 |- 5 = , - B 200,000,000 | BRBP3A Kab. |
media ladvokasi dan KIE advokasi dan KIE masyarakat yang Sintang.
advokasi dan masih ada yang
KIE belum sepenuhnya
faham dan
mengerti tentang
[program KB.
[Persentase |12 |5 |12 6 [Operasional balar | Terlaksananya semua _ |Kelerscdiaan dan 1% 585,000,000 [82% 585,000,000 [83% 643,500,000 [54% 707,850,000 [35% 778,635,000 |86% 356,498,500|88% 7.156,483,500 | BRBP3A Kab. |
terlaksananya penyuluh keluarga  [kegiatan yang efektif i |pelaksanaan Sintang.
[semua berencana/DAKNF  JUPT PLKB Kecamatan.  [aktivitas kantor
kegiatan yang [UPT kecamatan.
efektif di UPT
PLKB
[Kecamatan.




ersentase 12 12 pis i3 7 istribusi alat dan erlaksananya semua erlaksanya 81% 36,000,000 [82% 36,000,000 [83% 39,600,000 |84% 43,560,000 |85% 47,916,000 |86% 52,707,600 |88% 255,783,600 | BKBP3A Kab.
terlaksananya obat kontrasepsi egiatan yang efektif di  |distribusi alat dan Sintang.
[semua [DAKNF fasilitas kesehatan. obat kontrasepsi
kegiatan yang jdi semua faskes.
efektif di
fasilitas
kesehatan.
[Persentase 7 1z |5 |3 R~ [Pembentukan dan _ [Dibentuknya kampong _[Kondist 5 170% 30,000,000 |72% 33,000,000 |75% 36,300,000 | 76% 39,930,000 |78% 73,923,000 [80% 183,153,000 | BRBP3A Kab. |
terbentuknya Jpembinaan KB untuk program jmasyarakat Sintang.
kampong KB Ik KB T 3 terutama PUS yang
belum ber KB
untuk
mendapatkan
motivasi yang baik
[Persentase 12 |12 |16 [00  |Program Keschatan _[Terlaksananya Program BRBP3A Kab. |
Jterlaksananya reproduksi remaja kesehatan reproduksi Sintang.
Program remaja.
kesehatan
reproduksi
remaja.
Persentase 12 Ji2 e Jo1 I [Advokast dan KIE _ [Menmgkatnya [Caporan kegiatan  [75% 35,779,250 [76% 50,000,000 |77% 55,000,000 [78% 60,500,000 |79% 66,550,000 [80% 73,205,000 |83% 341,034,250 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya tentang kesel remaja dvokasi dan KIE Sintang.
I reproduksi remaja entang kesehatan ldi lapangan.
remaja (KRR) reproduksi remaja/KRR
tentang
kesehatan
reproduksi
remaja/KRR
[Persentase 12 |12 [il6 |03 P [Pembimaan saka [T mgkat proquktitas _ [Caporan rutm [62% 78,639,880 [03% 25,000,000 [64% 27,500,000 [65% 30,250,000 [66% 33,275,000 [67% 36,602,500 |68% 231,267,380 | BRBP3A Kab. |
tingkat kencana jpemuda dan pelajar pelaksanaan Sintang.
produktif Jdalam penundaan dan [pembinaan saka
[pemuda dan [perencanaan perkawinan  Jkencana.
clajar dalam
[penundaan
dan
[perencanaan
perkawinan
Persentase  [12 |12 |16 |04 B |Peladhan Menmgkatnya Caporan 0% 1,242,250 [82% 70,000,000 [83% 74,000,000 [84% 78,400,000 [85% 53,240,000 [86% 58,564,000 |S7% 285,446,250 | BRBP3A Kab. |
Imeningkatnya didikan sebaya | bagi lak Sintang.
[pengetahuan [bagi remaja pendidik sebaya. kegiatan.
bagi pendidik
sebaya.
Persentase  [12 |12 |16 |05 | [ embmaan PIKdi_ [Dibimanya Sekofah- Rondist Siswa [ T 20,000,000 [83% 42,000,000 [84% 75,400,000 [85% 53,240,000 [86% 58,564,000 |[57% 244,204,000 | BRBP3A Kab. |
dibinanya [Sekolah-sekolah di ekolah tentang PIK di yang perlu Sintang.
[Sekolah- [Kabupaten Sintang.  |Sintang. mendapatkan
sekolah informasi yang
jtentang PIK di benar tentang PIK.
Sintang.
[Persentase 12 12 17 00 [Program pelayanan erwujudnya pelayanan BKBP3A Kab.
pelayanan [kontrasepsi kontrasepsi sesuai Sintang.
kontrasepsi kebutuhan masyarakat.
sesuai
kebutuhan
masyarakat.
[Persentase 12 iz 17 o2 1 Pelayanan [Meningkatnya pelayanan [Caparan pelayanan [51% 40,000,000 [82% 60,000,000 [83% 66,000,000 [84% 72,600,000 |85% 79,860,000 |86% 87,846,000 [87% 706,306,000 | BRBP3A Kab. |
a jpemasangan KB sesuai dengan target  |KB dan prosentase Sintang.
pelayanan KB kontrasepsi KB [program. umlah akseptor.
sesuai dengan
target
rogram.
[Persentase 12 12 17 03 2 [Pengadaan alat [Terpenuhinya kebutuhan  [Ketersediaan alat 5% 220,555,900 86% 100,000,000 87% 110,000,000 88% 121,000,000 89% 133,100,000 90% 146,410,000 95% 831,065,900 | BKBP3A Kab.
pelaksanaan kontraspsi Jalat kontrasepsi sesuai kontrasepsi. Sintang.
belanja alat kebutuhan.
kontrasepsi
sesuai
kebutuhan.
Persentase 7 12 17 oz 3 [Pengadaan sarana erscdianya sarana, [Tumlah obgyn bed 207,290,250 [00% 220,000,000 | n n - N 627,290,250 | BKBP3A Kab. |
tersedianya P tasilitas tasilitas [yang dibelanja. Sintang.
sarana kesck / obgyn / obgyn bed.
[pelayanan [bed. DAK
fasilitas
kesehatan /
obgyn bed.
IDAK




4 P daan Implat Terpenul Implant Jumlah Implant Kit | 90% N N - - N - 177,688,250 | BKBP3A Kab.
kit DAK kit di setiap tasihitas yang dibelanja. Smntang.

sampai
pelayanan paling bawa.

5 |Pengadaan IUD Kit. [ Terpenuhinya T0D kit di_Pumlah 10D kit 0% n - n N N - 200,327,750 | BKBP3A Kab. |
DAK sctiap tasilitas kesehatan ~ |yang dibelanja. Sintang.

sampai pelayanan paling
awa.

G [Operasional mobil _ [Operasional MOYAN _ [Laporan kegratan | 80% R1% B5% 89% 133,100,000 [90% 126,410,000 [95% T61,051,000[95% 763,849,710 | BRBP3A Kab. |
unit p KB yang semua Ir MOYAN Sintang.
MOYAN wilayah.

[Program pembinaan Terlaksananya BRBP3A Kab. |

Iperan serta masyarakat [pembinaan peran serta Sintang.

Jdalam pelayanan [masyarakat dalam

KB/KR yang mandiri pelayanan KB/KR yang

mandir1.

T [Pembimaan Penmgkatan [ATUs Taporan dart | 75% [76% 7% 78% 108,900,000 [ 79% 119,790,000 [80% 131,769,000[83% 607,099,000 | BRBP3A Kab. |
P P petugas desa ke Sintang.
pelaporan dan lapangan KB dalam [kecamatan,
evaluasi program p pelaporan. ke

[kabupaten
semakin baik.

F [T manunggal NI [Tmngkat pelayanan KB |Caporan 30% R1% R2% 83% 73,350,000 [54% 77,685,000(85% 32.453,500]86% 246,989,506 |BKBP3A Kab. |
KB-Keschatan aru yang makin luas pelaksanaan Sintang.

pada masyarakat daerah  |kegiatan.
daerah yang tertinggal.

3 [Butan baku TmgKat pelayanan KB [Caporan 30% R1% [32% R3% 73,350,000 [54% 77.685,00085% 352,453,500]86% 346,792,506 | BKBP3A Kab. |
[Bhayangkara KB- baru yang makin luas [pelaksanaan Sintang.
[Kesehatan pada masyarakat daerah  |kegiatan.

daerah yang tertinggal.

4 Gerak PRK KB- Tmgkat pelayanan KB Laporan 80% 81% 82% 83% 43,350,000 [84% 47,685,000(85% 52,453,500]86% 246,986,633 | BKBP3A Kab. |
[Kesehatan aru yang makin luas pelaksanaan Sintang.

pada masyarakat daerah  |kegiatan.
daerah yang tertinggal.

5 Comba pengelola KB [Terpilihnya mstitust Laporan 70% 72% [73% 74% 30,250,000)75% 33,275,000477% 36,602,500]80% 167,627,895 | BRBP3A Kab.
teladan masyarakat dan pelaksanaan Sintang.

kelompok KB teladan. kegiatan.




ersentase 12 |12 I8 16 |6 |Monitoring dan eningkatnya peran Pumlah arus [70% 14,998,895 [ 712% 20,000,000 [73% 22,000,000 [74% 24,200,000[75% 26,620,000[77% 29,282,000[80% 137,100,895 | BKBP3A Kab.
meningkatnya [pembinaan [institusi masyarakat laporan dari Sintang.
peran institusi t pembina  |pedesaan dalam [PPKBD meningkat
masyarakat KB Desa (PPKBD)  |pembinaan program KB.
pedesaan
dalam
[pembinaan
[program KB.
Persentase  [12 |12 |18 [19.01 |7 |Rapat Kerja dacrah _|Tersedianya Komitmen  [POA dan Notulen [85% 79999766 | 86% 50,000,000 [57% 55,000,000 [58% 0,500,000 [89% 66.550,000[90% 73.205,000|90% 355,254,766 | BRBP3A Kab. |
tersedianya program KB dan perencanaan Rakerda. Sintang.
komitmen dan program KB pada tahun
[perencanaan anggaran dimaksud.
program KB
[pada tahun
langgaran
dimaksud.
Persentase |12 |12 |18 [19.02 [5 [Rapat evatuast Tersedianya komitmen  [POA dan Notulen |- 50% T10,000,000 [82% 121,000,000 [83% 133,100,000 [84% T4G,410,000 [85% T61,051,000[85% 671,561,000 | BRBP3A Kab. |
tersedianya kegiatan tenaga dan perencanaan rapat evaluasi Sintang.
komitmen dan Penyuluh KB/PLKB  |program KB serta kegiatan tenaga
perencanaan se kabupaten kegiatan tenaga [penyuluh / PLKB.
program KB Sintang penyuluh KB / PLKB
serta kegiatan
tenaga
penyuluh KB
PLKB
Persentase |12 [12 |18 |23 P [Koordmast dan [Peaporan, data-data _[Kapasitas tenaga  [85% 62,360,000 | 86% 65,000,000 [87% 71,500,000 [88% 78,650,000 [89% §6,515,000[90% 55.166,500[90% 759,191,500 | BRBP3A Kab. |
aktivitas konsultasi bidang ang lebih baik guna pelaksana bidang Sintang.
[pelaporan Data dan Informasi ~ fmenunjang perencanaan  |data dan informasi
ang lebih BKBP3A. pada tahun berikutnya. meningkat.
baik guna
menunjang
[perencanaan
[pada tahun
berikutnya.
[Persentase 12 |12 22 Joo Program ersedianya bahan BKBP3A Kab.
jtersedianya bahan informasi tentang Sintang.
jbahan linformasi tentang pengasuhan dan
informasi dan [pembinaan tumbuh
tentang i tumbuh kembang anak.
[pengasuhan anak.
dan
[pembinaan
tumbuh
kembanganak.
Persenase |12 |12 |22 ol T [Pengumpulan bahan | Terdapatiya bahan Retersediaan - S1% 20,000,000 [82% 22,000,000 [83% 24,200,000 [84% 26,620,000[85% 29,282,000[86% 122,102,000 | BRBP3A Kab. |
terdapatnya informasi tentang informasi tentang bahan penyuluhan Sintang.
bahan han dan p han dan , brosur, lifleat dan
informasi Ip i tumbuh  |p tumbuh poster.
jtentang anak. anak.
[pengasuhan
[dan
[pembinaan
tumbuh
kembang anak.
[Persentase 2 12 |22 [03 D Pengadaan BKB Kit_ |1 erdapatnya BKB Kit [TumTah BKB Kit 1’0% 74,657,750 | 95% 185,000,000 |- n - n N N 759,657,750 | BKBP3A Kab. |
terdapatnya DAK pada semua kelompok yang dibelanja. Sintang.
[BKB kit pada [BKL di kabupaten Sintang
[semua
kelompok
BKB di
kabupaten
Sintang
[Persentase 12 2 2 3 Pengadaan BRL KT | Terdapatnya BKL Kit Tumlah BRL kit n 85% 150,000,000 |- N = N " 150,000,000 | BKBP3A Kab. |
terdapatnya DAK pada semua kelompok ~ |yang dibelanja. Sintang.
IBKL kit pada [BKL di kabupaten Sintang
[semua
kelompok
BKL di
kabupaten
[Sintang




ersentase 12 |12 |24 Joo [Program penyiapan erpenuhinya jumlah BKBP3A Kab.

jterpenuhinya tenaga pendamping jtenaga pendamping pada Sintang.
jumlah tenaga kel k bina keluarga. [kelompok bina keluarga.

[pendamping

pada

kelompok

bina keluarga.

Persentase  [12_ |12 |24 o1 T [Pengembangan Terscdianya bahan _|Rencana belana |- 70% 30,000,000 | 72% 33,000,000 | 74% 36,300,000 | 75% 39,930,000] 77% 73,923,000 | 78% 183,153,000 | BRBP3A Kab. |
tersedianya bahan informasi linformasi tentang cetak, KKA 6.000 Sintang.
bahan tentang pengasuhan  |pengasuhan dan Ibr, Modul BKB 50
informasi [dan pembinaan jpembinaan tumbuh Set.
jtentang tumbuh kembang kembang anak.
[pengasuhan janak.
[dan
tumbuh
kembanganak.
Persentase 12 |12 |22 [02 |2 |Pelauban enaga  [Menimgkatnya Kapasitas _|Laporan 0% 29,168,550 | 80% 50,000,000 | 80% 35,000,000 | 80% 60,500,000 | 83% 66,550,000 §4% 73,205,000 | 85% 334,423,850 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya pendamping tenaga pendamping pelaksanaan Sintang.
kapasitas kelompok bina [dalam program bina kegiatan.
tenaga keluarga di keluarga di kecamatan.
pendampingda kecamatan
lam program
bina keluarga
di kecamatan.
Persentase — [12 |12 2 |03 P [Kceaan Tingkat pendapatan __ [Caporan kegiatan |- 0% 30,000,000 | 72% 33,000,000 | 74% 36,300,000 | 75% 39,930,000] 75% 73,923,000 | 80% 183,153,000 | BRBP3A Kab. |
kerjasama P [masyarakat masih relatif  |p Sintang.
pada mitra pendapatan rendah yang
kerja untuk keluarga sejahtera.  [berimplikasi pada
[peningkatan kesejahteraan
[pendapatan masyarakat.
keluarga
sejahtera.
Persentase  [12 12 P2 |03 P |Peomekatan [Menmgkatnya program _[Caporan [ 50% 750,000,000 | 82% 795,000,000 | 4% 544,500,000 | 85% 398,050,000 | 87% 658,845,000 | 90% 2,747,295,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya Program Gerakan [pemberdayaan dan [Pelaksanaan Sintang.
[program [Pemberdayaan dan  |kesejahteraan keluarga kegiatan PKK
pemberdayaan [Kesejahteraan [dalam setiap jenjang.
dan Keluarga (PKK)
kesejahteraan
keluarga
[dalam setiap
jenjang.
Persentase 12 12 % |03 5 [Dukungan Menmgkatnya kapasitas _ [L-aporan 30% 50,000,000 | 80% 55,000,000 | 80% 60,500,000 | 83% 66,550,000 | 54% 73,205,000 | 85% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya P PKK dengan [P Sintang.
kapasitas 0 kegiatan PKK
[manajemen jmanajemen PKK.
[PKK dengan
[dukungan
kemitraan.
[Persentase 2 |12 ¢ |03 6 [Pembinaan keluarga [Meningkamya potenst _ [Menmgkatnya [ 30% 50,000,000 | 82% 55,000,000 | 83% 60,500,000 | 83% 66,550,000 | 84% 73,205,000 | 85% 305,255,000 | BRBP3A Kab. |
meningkatnya untuk menggali dan  |keluarga untuk jmutu dan jumlah Sintang.
potensi berinovasi dan kelompok dan
keluarga 1jinan nasional hasil kerajinan
untuk berbasis kearifan kerajinan Daerah. daerah.
berinovasi lokal/Dekranasda.
[dan
[mengembangk
[an kerajinan
Dacrah.
[Persentase 2 |12 |24 [03 7 |Pelatian kelompok _|Menimgkatinya potenst _ |Barang-barang - 80% 40,000,000 | 82% 44,000,000 | 83% 48,400,000 | 83% 53,240,000 | 84% 38,564,000 | 85% 244,204,000 | BRBP3A Kab. |
[Meningkatnya [UPPKS. [dan manajemen yang telah Sintang.
otensi dan [kelompok-kelompok oleh
Imanajemen UPPKS. kelompok UPPKS.
kelompok-
kelompok
UPPKS.




ersentase 12 |12 25 Joo Program eningkatnya BKBP3A Kab.
meningkatnya model erk model Sintang.
perkembangan operasional BKB operasional BKB
model [Posyandu PAUD [Posyandu PAUD.
operasional
[BKB
[Posyandu
PAUD.
Persentase |12 12 |5 T |1 [Penekajan Terbentuknya gugus | T1m gugus tugas | 80% 8330550 81% 30,000,000 | 82% 33,000,000 | 83% 36,300,000 | 84% 39,930,000] 85% 73,023,000 | 86% 191,483,550 | BRBP3A Kab. |
terbentuknya [pengembangan tugas BKB holistik BKB holistik yang Sintang.
[gugus tugas jmodel operasional integratif di kabupaten jsolid.
[BKB holistyc BKB Posyandu [Sintang
integratif di PAUD
[Kabupaten
Sintang.

8,250,280,000 7.853,200,000 5,513,980,011 6,060,136,914 6,657,910,515 7,320,281,663 41,655,789,103 |-




BAB V
PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan Togas Pokok
dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sintang yang akan digunakan pada pelaksanaan program KB,
Peningkatan dan pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender serta perlindungan
anak.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi segenap aparatur Dinas
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat Strategis sesuai
dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Rancana Strategis ini, dan pelaksanaan
merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Aparatur Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam rangka
mewujudkan Akuntabilitas Kinerja, Semoga Allah Swt selalu memberikan petunjuk dan
lindungan dalam rangka pelaksanaan kedepan. Amin ya rabbal alamin.

Sintang 26 Mei 2017
Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang

Drs. H. IDHAM HALIK
Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 198403 1 026



